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dipisshian guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya

untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat desa.

9. Alokasi Dana Desa yang selanjuinya disingkak ADD adatah dana
perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan

mwm;mmmmmm

10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya
APBDesa adalsh Rencana Keuangan Tahunan Pemesintah Desa.

v

Pasal 2

Maksud didiriannya BUMDesa adalah sebagai upaya menampung
seluruh kegiatan mmmmmmnmumm“:
dikelola oleh-desa danfalou kerfa sama antar desa dan

mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian,



Pasal5
1. Syarat - syarat pembentulan BUMDesa adalah :

a. Alas inisiaif Pemeriniah Desa danfalau masyarakat
berdasarkan musyawarah warga desa;

b. Adanya potensi usaha ekonomi masyaralat;

C Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam
pemenulian polok;

d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimantaatian secar

e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola
masyarakat desa;

f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan
ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan
kurang terakomodasi;

g Adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk
mmmmmmmm
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3 Penasehat sehagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf a
Secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutz

% Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 hunf a
berkewaijiban :
d. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam

melaksanakan pengelolaan BUMDesa.

s ~ I.idpmaayat_ZhUﬂlfa
w,,mmmwwmmi
persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
b. Mefindungi ussha Desa terhadap hathal yang dapat

inerja BUMDesa.

. menurunian kinerja ) dimaksud dalam ayat 2
huruf b mempunyai tuges mengurus dan mengelola BUMDesa

. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

, sesual dengan jonal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf
b berkewajitan : s
. BUMDesa agar menjadi

2 e et s



B Pe'am"aopeas:e: — ; 2 hunf
b ben ) sebagaimana dimaksud pada ayat

% Membuat taporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa
i Setiap bulan;
Emmasa‘mm
©  memberian laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa
kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-
kurangnya 2 (cua) kali tatam 1 (satu) tahun.
S kewajiban schagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Pelaksana Operasional dapat: menunjuk anggota pengurus
SeSWi dengon lapasitas bidang usaha, Kwsisnya dakam
MENGUNSS pencatatan dan administrasi usaha dan  fungsi
Opeasuulmm‘gm
m'mmﬂlmmmmﬁim
mmmmmmmm
de"ga"m“ggungjawab.pembaghnpemndanaspd(pembagian

3. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirauisaha;
b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua)
Bhun;
. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap
usaha ekonomi desa; dan
d. Pendidilan minimal setingiat SMLY/Madrasah Aliyah/SMK atau
sederajat.
12. Pelaksana Operasional dapat diberhentilan dengan alasan :
3. Meninggal dunia; _
b. Telah selesai masa bakii sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.;
C. Mengundukan diri; . .
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga
e Tmmmmmmmm
B.Palgawassd)agaflmdinmldpadaayatzmmfcnml
14_%%@9&%&&1@.
a. Ketua;
b. Wakil Ketua merangkap anggotd;
c. Sekretaris mesangiap anggot;
d. Anggoia.




15. Pengawas  sebagaimana  dimaksud pada ayat 13 mempunyai
:f’"a?l“‘ menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas

- nerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekall.
il dimaksud pada ayst 13 berwenang
mmﬂwﬂummmm:

b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

3. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

{2) huruf a tevdini atas:

a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan
dan/atau: lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme
APBDesa;

b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melaki mekanisme
APBDesa;

C. Kerjasama usaha dari pihak swesta, lembaga sosial ekonomi
Wmmmmmm
APBDesa.

d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan
ketentuan peraturan pesundang-undangan tentang aset Desa.

4, PenyeﬂmnmdalnmyamlatDesasebagaimmmlddalam
W7Mmmbmwmmmm
simpanan masyasakat.

Pasal 8
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1. BUMDesy
dapat busimess)
Menjalankan  bisnis sosial  (soda/ !
sederhany Yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada

g - Pasal 10
BUMDesa dapat menjatankan ussha perantara (brokering) yang
z.wﬁtﬁadalamjasa BUMDesa
: sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Jopat menjalankan kegetan usaha perantara yang meiput
b. Pasar Desa untuk memasarkan '
K produk yang dihasikan
C. Jasa Pelayanan Lainnya.

Pasal 11 fai
1. BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memy .
berdagang (frading) barang-barang tertentu uniu memenuh
X uhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang

i imana dimaksud pada ayat 1 dapat
menjolanian kegietan pertogangan ((raing) meSpus:

b. Sarana produksi pertani
c. Kegiatan bisnis produkiif tinfya

Pasal 12
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BUMDes;

¢ Pendirian BUMDesa yang menjatanian hisnis sosial (socil fussiness)
dan bisnis penyewaan (renting);

d. Anafisis kelayakan wsaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha
perantara (brakering), ussha bersama (bolding), bisnis sosial (sada/
business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan
(Zreding), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan
keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha
don Tingkungen hidup, aspek badan hukum, dan aspek
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1.

pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventans
dalam 1 (satu) tahun bulaw

1 (satu) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUMDeSa.
mmmmmwwml
(satu) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 16
Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset
dan kekayaan yang dimiikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah

UnitusahamiﬁkBUMDesayangtidakdapatmenumpi kerugiar}

dengan aset dan kekayaan yang dimifikinya, dinyatakan pailit SEsuai

mmmmmmnmm
n.

Pasal 17
Kerjasama antar Desa
BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa
atau ebih.

2. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan

3.

1.

2.

dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu
kabupaten/iota.
KﬂjasmarnBrZ(dua)BUMDesaataumhtamsmendapat

Pasal 18

Kelja:mmzma)mmaaulebﬁlmmhmnaﬂah
; B ; -

Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih

paiing sedikit memuat:

a. subyek kerjasama;

b. obyek kerjasama;

€. jangka wakdu;

d. hak dan kewajiban;

e. pendanaan;

f. keadaan memaksa;

g. pengafihan aset ; dan

h. penyelesaian

persefisihan
.mmmﬁmudm)mmsaataulebih

Desa yang bekerjasama.

Pasal 19



k -
d'DEanggur?;]j:S:gt',?@ nantrcxr 2 (dua) BUM Desa atay lebih
pemilik BUM . kepada Desa masing-masing  sebagai

2. Kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan

dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota.
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih 1 fapat

4. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa aiau lebih dibuat dalz

perjanjian kerjasama.

5. Naskah perjanfian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih

paling sedikit memuat :

a. Subyek kerjasama

b. Obyek kerjasama

C. Jangkawakm

d. Hak dan Kewajiban

e. Pendanaan

f. Keadaan memaksa

g. Pengalihan aset i

. h’mmmwmmzm)mww“
oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing

BUMDesa yang bekerjasama.



7. Kegiatan kerasama  antar 2 (dua) BUMDesa  atau  lebih

kopada desa  masing-masing  sehagai
pemilik BUMDesa, "

8. mﬂ'“hﬂmmmmm.mwmun = yang
berbactan

UM dlatur sl ketentuan peratiran: perundang
980 tentang Perseroan Torbatas dan Lembga Keuangan

BAB VIIX
PEMBIMAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22
Pembinaan
Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUML
Pasal 23

Ditetapkan di : Desa Kedungpanji
Pada Tanggal - 31 Butan Maret Tahun 2018

Diundangikan di : Desa Kedungpan




ARAN DESA KEDUNGP
TAHUN 2018 NOMOR 05 ANDL, KECAMATAN LEMBEYAN, KABUPATEN MAGETAN

M'aama‘mmus'rmmls

TENTANG
DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
"m m.

BAB I
NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1
R
" untuk waklu yang ek kan pada Tanggal 08 Bulan Oktober Tahun 2016
3 mwmmmmwmnm

d. Wilayah kerja BUMDesa Pamii L
by Panji Semputur adatah i Desa Kedungpanji Kecamatan

BAB II
AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasail 2
a. BUMDesa Panji Sempulur berazaskan Pancasila serta berfandasian Undang-Undang
Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945.

" Pasal 3
a. Visi BUMDesa “Panji Sempulur” adalah Meningkatkan Pendapatan Desa untuk
Kesejahteraan Masyarakat Desa. :
b. Misi BUMDesa "Panji Sempulur” adaiah :
1) Meningkatkan Pendapatan Adli Desa.
2) Mengembangkan perekonomian desa.
3) Meningkatkan modal usaha BUMDesa.
4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5) Meningkatkan pengelolaan aset desa.
6) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa.

Pasal 4
a. Pembentukan BUMDesa “Panji Sempulur” dimaksudkan untuk mendorong dan
menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berkembang sesuai

16



ot Isuz,dat{t)\.u‘.laya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah Desa dan

Pasal 5
3. gUMDesa dapat memiliki unit-unit usaha yang berbadan hukum. _
> Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud pada PO 2 dapal
perupa lembaga bisnis yang kepemifian sahamnya berasal dari BUMDesa Gar
masyarakat.
¢, Dalam hal BUMDesa tidak memiliki unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk

organisasi BUMDesa didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUMDES3-

Pasal 6
kepada masyarakat desa dan dapat melakukan kegiatan ekonomi yang berorientasi

BAB IV
STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 7

a. BUMDesa adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimitiki oleh Pemerintahan Desa dan
mmmmwmsmmmm
Pemerintahan Desa.

b. Dalam pewkanhlgamwa,nwamkatdapatberperanwam kepemilikan BUMDesa

BABYV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5
2. Struktur organisasi BUMDesa terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional dan
Pengawas.

‘ 3. Penasehat dijabat secr ex oifficio oleh Kepala Desa.



jonal sekurang- -
, pelaksana Operas Ng-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekrefans dan

gendahara- )
i dari: Ketua i
5, pengawas terdin ' » Wakil Ketua merangkap anggota, Sekrefans



LWWanjalankanmmal,mW'ﬂm '
bisnis keuangan, dan usaha bersama. ) tensi dan
2. pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan Sesud! glengan. £
kemampuan yang ada.

BAB VII
ALOKAST HASIL USAHA

Pasal 7 :

,. Hasi usaha BUMDesa merupakan encipatan yang diperoleh dari hasil G20
d&urangidﬂﬂgﬂnpmgehamnbiavadankeﬂaiba“padapimwnm

memwwwwmlw
berdasarkan ketentuan yang diatur daiam anggaran rumah tangga BUMDESS-

BAB VIII
KERJASAMA BUMDESA ANTAR DESA

Pasal 8

1. mmmkﬂjasamml(dm)mmﬂﬁh

2. Kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan daiam 1 (saw)
Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

3. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus dapat persetujuan masing-

4. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian
kerjasama.

BAB IX _
PERTANGGUNGIAWABAN PELAXSANAAN

Pasal 9

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungiawaban peiaksanaan BUMDesa
kepada Penasehat yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa.

2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintzh Desa dalam membina
pengeloiaan BUMDesa. :

3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa
kma&BPDmmnﬂdlimmmmsa.
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5) MdapmkmkeadaankglﬂnganBUMDesaseﬁapbulankepadaPengawasdan
Penaﬂ'atsa‘lBMMITaMnsebﬁkepadaBadanPemberdayaan
Masyarakat (Bapemas) Kabupaten.

6) Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa kepada Anggota dan Pemerintah

b. Sekretaris e

1) Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Ketua.

2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa.

3) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa. .

4) Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan
permohonan pinjaman pengecekan di fapangan.

5) Bersama Ketm dan Bendahara membahas dan memutusian permohonan
dukungan modal unit usaha yang layak direalisasilan.



yangsan, P dan mempg o

2) "e'm'm. Ketua datam "8Ng berdasarian g b
Mok 22 YanG layal g MG

3) penaghan ke mrmka pa'mOhOnan dUkUT'tgan

BUMDesa dan menunjukian Secara Sistematis, dapat
mw‘m‘ kondisi da“kelayaan
Pasal 6

1 __—oroxan tugasnya mempunyai hak

b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan useha BUMDesa.
¢. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana Operasional.

BAB IV
MASA BAKTI PENGELOLA

Pasal 7
L Masa bakti Penasihat selama masih menjabat kepata desa
2 MaabakﬁpeﬂsmmopaaﬁmmlsdamS(M)ummmmmmmau,
msabakﬁpeldsanaopaasionalmksimupeﬂbde
3 Masabakﬁpmgawasse!amSﬂm)tahmdandapatmkemmi,masabaidi



p. Pelayanan umum yang memanfaatian sumberdaya lokal meliputi:
1) Air minum desa
2) Usaha listrik desa
3) Lumbung pangan
4) Dst
¢. Usaha penyewaan yang meliputi:
1) Alat transportasi
2) Sewa gedung
3) Dst
4. Usaha jasa perantara yang meliputi:
1) Jasa pembayaran listrik
2) Jasa pemasaran produk lokal
3) Dst |
e. Usaha perdagangan yang meliputi:
1) Hasi pertanian
2) Sarana produksi pertanian
. 3) Dst
2. Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan
. kemampuan yang ada.

BAB VII

ALOKAST HASIL USAHA

i Pasal 10

| kearifan lokal yang disepakati. Untuk jasa pinjaman secara konvensional sebesar
2%




pembagian it modal BUMDesa
Z. o alokasi

;. ;0 Oj: 3:$t cadangan“:namn vl
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: ) -r pengelola

; ' BUMDesa




ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DITETAPKAN
BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR: 05

pesa : KEDUNGPANJI Kecamatan: LEMBEYAN
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